Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Analisis kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
di Provinsi DK Jakarta khususnya bidang pendidikan swasta ditinjau
dari asas kepastian hukum dan netralitas = Analyze of rural and urban
land and building tax in Province Jakarta particularly for private school
property based on certainty and neutrality

Agung Permana, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20432616& |okasi=Iokal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) khususnya bidang pendidikan swasta di Provinsi DK Jakarta ditinjau dari asas
kepastian hukum dan netralitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DK Jakarta
Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta tidak sesuai dengan
asas kepastian hukum. Sehingga pendidikan swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan atau rugi
sekalipun tetap terutang PBB-P2 dengan besaran secara efektif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
yang seharusnya terutang. Kebijakan tersebut juga tidak memenuhi asas netralitas karena berimplikasi
terhadap semua pendidikan swasta sehingga bagi pendidikan swasta yang memang semata-mata tidak
mencari keuntungan (non profit) menjadi terutang PBB-P2 dan pada pel aksanaannya dilapangan pada
'kondisi’ objek pajak pendidikan swasta yang sama, masih belum diterapkan perlakuan PBB-P2 yang sama.
Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta
sebaiknya dievaluasi dan direvisi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dan netralitas untuk
meminimalisir dispute dalam pelaksanaan berbagai kewajiban dan hak perpajakannya.

...... This study is aimed to analyze rural and urban land and building tax (PBB-P2) policy particularly for
private education property in DKI Jakarta province based on certainty and neutrality, as stated in Governor
of DKI Jakarta Regulation Number 91 Y ear 2013 Regarding Imposition and Reduction of Rural and Urban
Land and Building Tax for Private Education Property. This study uses descriptive and qualitative approach.

The outcome from this study shows that land and building tax policy in rural and urban for private school
property isinappropriate to the principle of legal certainty. Therefore, non-profit private education or private
education in loss position is still payable to PBB-P2 with effective rate 25% from the amount should be
payable. That policy is also not fulfil the principle of neutrality because it effects all private education. Thus,
purely nonprofit private education is still payable to PBB-P2 and in the field implementation with the same
‘condition’ tax object Private education is not applying same PBB-P2 treatment. This becomes one of
considerations that PBBP2 for private education should be re-evaluated and-re-revised to meet certainty and
neutrality as well minimizing dispute in tax liabilities and rights.
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